
GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 

TENTANG

PENERIMAANPESERTADIDIKBARUPADAJEN.jANGSEKoLAH
MENENGAH ATAS NEGERI, SEKOLAH MENENGAH KBIURUAN NEGERI

DANSEKoLAIILUARBIASANEGERIDIPRoVINSIRIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RI.A.U,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf b angka 1

peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44

Tahun 2Ol9 tentan
Taman Kanak-Kana
Pertama, Sekolah
Kejuruan menegas
membuat kebijakln teknis pelaksanaan Penerimaan Peserta

Didik Baru;

b. bahwa berdasarkan angka t huruf a cian huruf b Surat

Ed.aran Menteri Pendidikln dan Kebudayaan Nomor 4 tanggal

24 Maret 2O2O tenl
Dalam Masa Daru
(COVID -19) menYat
dibatalkan, termas
Sekolah Menengah
Nasional tidak menj
jenjang pendidikan yang lebih tinggi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
padahurufad.anhurufbperlumenetapkanPeraturan
Gubernur tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada

Jenjang sekolah M"r,...tgu.h Atas Negeri, sekolah Menengah

Kejuruan Negeri dan Sekolah Luar Biasa Negeri di Provinsi

Riau;

Mengingat :1.Fasal18ayat(6)Undang-UndangDasarNegara
Republik Indonesia Tahun I9+5;

2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan

Undang-Und.ang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah-daerah swatantra Tingkat I sumatera
Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia

T'.ahun lg57 Nomor 75) sebagai Undang-undang (Lembaran

Negara Republik Ind.onesia Tahun 1958 Nomor 12, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3a95);
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J.

4.

Undang-Und.angNomor20Tahun2003tentangSistem
pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2oo3 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a301);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol+ tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2oI4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaim_ana telah diubah

belerapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubakran Kedua Atas Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2075 Nomor 58,

iambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

567e);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar

Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2oo5 Nomor 4I, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir d.engan Peraturan Pemerintah Nomor

13 Tahun 2075 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2OO5 tentang Standar Nasional
pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OI5 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5670);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2OO8 tentang
Pend.anaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 9I, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a86a);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 1.7 Tahun 2oIo tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2OIO tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2oIo Nomor II2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2OI5
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2oI5 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2O1B tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol9 Nomor I57);

g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22
Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan
Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 955);

5.
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Menetapkan :

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44

Tahun 2}lg tentang Penerimaan Peserta Didik Bam pada

Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, sekolah Menengah

Atas, Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 1591);

MEMUTUSI(AN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENERIMAAN PESERTA

DIDIK BARU PADA JENJANG SEKOLAH MENENGAH ATAS

NEGERI, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DAN

SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI DI PROVINSI RIAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Riau.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau.

3. Gubernur adalah Gubernur Riau.

4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Riau.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau.

6. Sekolah adalah satuan pendidikan tingkat Sekoiah
Menengah Atas, sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah
Luar Biasa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

7. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat dengan
SMA adalah satuan pendidikan formal yang
menyelenggarakan pendidikan Llmum pada jenjang
p".rdidiku.n menengah sebagai lanjutan dari Sekolah
M"n"r,.g"h Pertama, Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain
yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui
sama dan setara Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah
Tsanawiyah.

g. sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat
dengan SMK adalah satuan pendidikan formal yang
menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang
pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah
Menengah pertama, Madrasah T'sanawiyah, atau bentuk
lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang
diakui sama dan setara Sekolah Menengah Pertama atau
Madrasah Tsanawiyah.

g. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat dengan sLB
ad,alah salah satu bentuk satuan pendidikan khusus
terintegrasi bagi peserta didik berkebutuhan khusus pada
jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan
pendidikan menengah dalam dalam satu manajemen
pengelolaan.
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10. penerimaan peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat
ppDB adalah penerimaan peserta didik baru pada jenjang

SMA, SMK dan SLB.

11. Rombongan belajar adalah satuan kelompok belajar peserta

didik dalam meiaksanakan proses belajar mengajar pada

satu ruang belajar.

12. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut Dapodik

adalah suatu sistem p.ttd"t"u.tt yang dikelola oleh

KementrianPendidikandanKebudayaanyangmemuatdata
satuanpendidikan,pesertadidik,pendidikdantenaga
pendidikan, dan ",,b"tu'tt"i 

pendidikan yang datanya

tersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus

diperbaharui secara online'

surat pernyataan resmi dan sah yang

bahwa pemegangnya telah lulus dari satuan
13. \jazah adalah

menerangkan
pendidikan'

14. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelengga'raan

pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua:

pesertaaiatyangmemilikikelainandanmemiliki
kecerd.asan d.an"lati.u bake t istimewa untuk mengikuti

pendidikan atau pembelaj ararl dalam satu lingkungan

pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada

umumnya.

15. Seleksi ad.alah mekanisme pelaksaan penerimaan peserta

didik sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang telah

ditetapkan.

16. Orang tua/wali calon peserta didik siswa adalah seseorang

yang karena kedudukannya menjadi penanggung jawab

i^rrgn.rrrg terhadap calon peserta didik atau siswa.

17. Daya tampung adalah jumlah maksimal peserta didik yang

diterima sekoLh sesuai ketersediaan ruangan kelas belajar

disekolah.

18. PPDB secara online adalah Penerimaan peserta didik baru-

melalui media internet (dalam jaringan) ke satuan

pendidikan.

19. PPDB secara offline adalah peserta didik baru melalui
pendaftaran langsung (luar jaringan) ke satuan pendidikan.

20. Zonasi ad.alah pembagian wilayah berdasarkan tempat
tinggal calon peserta didik dalam rangka pemerataan dan
p"rlr"*"n pengembangan satuan pendidikan, serta

merupakan 
-rangkaian proses dari seleksi penerimaan

peserta didik baru.

Pasal 2

(1) PPDB dilakukan berdasarkan:

a. nondiskriminatif;

b. objektif;

c. transPararr;

d. akuntabel; dan

e. berkeadilan.
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(2)Nond.iskriminatifsebagaimanadimaksudpadaaylt(1)
huruf a dikecualikan bagi sekolah yang secara khusus
melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama

tertentu.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

a. mendorong peningkatan akses layanan pendidikan; dan

b. digunakan Kepala Sekolah sebagai pedoman dalam

melaksanakan PPDB.

BAB II
TATA CARA PPDB

Bagian Kesatu
PersYaratan

Pasal 4

(1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh)
SMA atau SMK :

a. berusia paling tinggi 2l (dua puiuh satu) tahun pada

tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan

b. memiliki ijazah Sekolah Menengah Pertamaf sederajat
atau dokumen iain yang menjelaskan telah
menyelesaikan kelas 9 (sembilan) Sekolah Menengah
Pertama.

(2) SMK dengan bidang keahlian, program keahlian, atau
kompetensi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan
persyaratan khusus dalam penerimaan peserta didik baru
kelas 10 (sepuluh).

Pasal 5

(1) Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan
lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan
dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat
lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta
didik.

(2) Sekolah yang dapat melebihi persyaratan usia dalam
pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

ayat (1) huruf a :

a. menyelenggarakan pendidikan khusus;

b. menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan

c. berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.

Pasal 6

(1) Persyaratan calon peserta didik baru baik warga Negara
Indonesia atau warga negara asing untuk kelas 10

(sepuluh) SMA/SMK yang berasal dari Sekolah di luar
negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana
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dimaksud dalam Pasal 4, wajib mendapatkan surat

keterangan dari direktur jenderal yang membidangi

Pendidikan Dasar dan Menengah'

(2) Selain memenuhi ketentuan
ayat (1), Peserta didik warga
matrikulasi Pendidikan Baha
(enam) bulan yang diselenggarakan oleh Sekolah yang

bersangkutan.

Pasal 7

calon peserta didik penyandang disabilitas di Sekolah

dikecualikan dari:

a. syarat usia sebagaimana dimaksud. dalam Pasal 4 ayat (1)

huruf a; dan

b.ljazat-t atau dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (1) huruf b.

Bagian Kedua
Jalur Pendaftaran PPDB

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

(1) Pend,aftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai

berikut:

a. zonasi;

b. afirmasi;

c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau

d. prestasi.

(2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung
sekolah.

(3) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

paiing sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung
sekolah.

(4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima
persen) dari daya tampung sekolah.

(5) Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari pelaksanaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2\, ayat (3), dan ayat (4),

pem&intah Daerah dapat membuka jalur prestasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d'

Pasal 9

(1) Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB dikecualikan
untuk :

a. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;

b. SMK yang diseienggarakan oleh Pemerintah Daerah;
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c. Sekolah Kerja Sama;

d. Sekolah Indonesia di luar negeri;

e. Sekolah yang menyelen ggarakan pendidikan khusus;

f. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan

khusus;

g. Sekolah berasrama;

h. Sekolah di daerah tertinggal, terdepan' dan terluar; dan

i. Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah

tidak d"p"t-;;menufri"t ete.tuat jumlah peserta didik

dalam 1 isatu) rombongan belajar'

(2) Pengecualian ketentuan
sekolah di daerah Yang
tidak daPat memenuhi k
dalam 1 (satu) rombongan
pada aYat (1) huruf i ditet
^dan dilaporkan kepada direktur jenderal yang menanganl

bidang Pendidikan Menengah'

Paragraf 2
Jalur Zonasi

Pasal 10

Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)

huruf a d.iperr-rnt,it t "r, 
bagi peserta didik yang berdomisili

didalamwilayah'o,.u"iy"''gditetapkanPemerintah
Daerah.

Jalur zonasisebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk

kuota bagi anak penyandang disabilitas'

Domisilicalonpesertadidiksebagaimanadimaksudpada
ayat(l) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang

iit"rUitt ".t paling singkat 1 lsatu) tahun sejak tanggal

pendaftaran PPDB.

Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan

dornisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang

dilegalisir oleh lurah/ kepala desa atau pejabat setempat

lainyang berwenang menerangkan batrwa 
. 
peserta didik

y"r1gl..Jangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu)

i.nrl" sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.

sekclah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu

keluarga atau surat keterangan domisili dalam satu wila3'ah

kabrirpltenl koiayang sama dengan sekolah asal'

Pasal 11

caion peserta didik hanya dapat rnemilih 1 (satu) jalur
pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi'

selain melakukan pend.aftaran PPDB melalui ja r zonasi

sesuai dengan domisili dalam wilayah zonasi yang telah

ditetapkan, calon peserta didik dapat . melakukan

p.nclaftaran PPDB melaLui jalur afirmasi atam jalur prestasi

(1)

(2)

(3)

(4)

(s)

(1)

(2)
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diluar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang

mementlhi PersYaratan'

Pasal 12

(1) Penetapan wilayah zonasi dilakuka"--9:1i setiap jenjang

oleh Pemerintah Daerah dengan prinsip mendekatkan

domisili peserta didik dengan sekolah'(2\ li *ifif;
g satuan
Daerah,

idikan keagamaan'
jumlah anak usia

di daerah tersebut.

(3)PemerintahDaerahwajibmemastikanSemuawilayah
administrasimasukdalampenetapanwilayahzonasisesuai
dengan jenjang Pendidikan'

(4)DinasPendidikanwajibmemastikanbahwaSemuasekolah\,yangdiselenggarakanolehPemerintahDaerahdalamproses

ppDB telah 
-rienerima peserta didik dalam wilayah zonasi

yang telah ditetaPkan'

(5) PenetaPan wilaYah zor:^as

dimaksud Pada aYat (1)

(satu) bulan sebelurn
pendaftaran PPDB.

(6) Dalam rnenetapkan wilayah zonasi pada setiap jenjang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah Daerah

melibatkan*.,.yu.*","hataukelompokkerjakepala
sekolah.

(7)BagisekolahyangberadadidaerahperbatasanProvinsi
atau Kabupaie nfkota, penetapan wilayah zonasi pada

setiap jenjang setagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dilakukan' beidasarkan kesepakatan secara tertulis antar

Pemerintah Daerah'

(8)Fenetapanwilayahzonasisebagaimanadimaksudpada
ayat (f wajib dilaporkan J epada Menteri melalui lembarga

penj aminan rnutu pendidikan setempat'

Paragraf 3
Jalur Afirmasi

Pasal 13

(1) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(1) huruf b diperunt.tk"n bagi peserta didik yang berasal

clari keluarga ekononri tidak mampu'

(2) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi ticiak

mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan
dengan bukti- keikutsertaan peserta didik dalam progl'alrr

penanganan keh.larga tirlak rnampu dari Pemerintah Pusat

atau Pemerintah Daerah'

(3) peserta cliclik yarrg masuk rnelalui jalur afirmasi rrerupakarr
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peserta didik yang berdomisili di dalam dan diluar wilayah

Zonasi sekolah yang bersangkutan'

Pasal 14

Bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga

tidakmampudariPemerintahPrrsatatauPemerintah
Daerah wajiO dilengkapi dengan surat pernyataan dTi
orang tua/wali pesJrta didik yang menyatakan bersedia

diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti
keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak
mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah'

Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan
dalam program 

"p"rr^nga,t.tt keluarga tidak mampu dari
pemerintah Pusai atau Pemerintahr Daerah sebagaimana

dimaksudpadaayat(1),SekolahbersamaPemerintah
Daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta

menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan'

Patagraf 4
Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

Pasal 15

perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dibuktikan dengan surat
penugasan d.ari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan
yang memperkejakan.

Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat

digunakan untuk anak guru.

(1)

(2)

Paragraf 5
Jalur Prestasi

Pasal 16

(1) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal B ayat

(1) huruf d ditentukan berdasarkan;

a. Nilai ujian sekolah atau nilai rata-rata raport 5 semester
dan 6 semester danlatau; dan

b. Hasil perlombaan dan/atau penghargaan dibidang
akademik maupun non-akademik pada tingkat
internasional, tingkat nasional, tingkat Provinsi,

dan I atau tingkat Kabupate n I Kota'

(2) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan
paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.
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Bagian Ketiga
Pelaksanaan PPDE

Paragraf 1

TahaP Pelaksanaan PIPDB

Pasal 17

(1) Pelaksanaan PPDB dimulai dari tahap:

a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta

didik baru dilakukan secara terbuka;

b. pendaftaran;

c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;

d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan

e. daftar ulang.

(2) Pelaksanaan PPDB pada sekoiah yang menerima bantuan
operasional sekolah tidak boleh memungut biaya'

(3) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah

tidak boleh:

a. melakukan pungutan d.anlatau sumbangan yang terkait
dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta

didik; dan

b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau
buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB'

Paragraf 2
Pe ngumuman Pe ndaftaran

Pasal 18

(1) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik
baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1)

huruf a dilakukan oleh Pemerintah Daerah bagi:

a. Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh

Pemerintah Daerah; dan

b. satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh

masyarakat yang menerima dana bantuan operasional
sekolah.

(2\ Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik
baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
paling lambat minggu pertama bulan Mei'

(3) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik
baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit
memuat informasi sebagai berikut :

a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan
jenjangnya;

b. tanggal pendaftaran;

c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur
afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali,
dan I atau jalur Prestasi;

d. jumlah daya tampung yang tesedia pada kelas 10



(sepuluh)
Rombongan

- 11-

SMA atau SMK sesuai dengan data
Belajar dalam DaPodik; dan

e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi

PPDB.

(4) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik
baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui papan

pengumuman sekolah maupun media lainnya'
Paragraf 3

Pendaftaran

Pasal 19

Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17

ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan menggunakan
mekanisme dalam jaringan (daring) dengan mengunggah

d.okumen yang dibutuhkan sesuai dengan peryaratan
kelaman pendaftaran PPDB yang telah ditentukan'

pelaksanaan mekanisme dalam jaringan (daring) menjadi
tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB

dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan (luring)

dengan melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan
sesuai dengan persYaratan.

Paragraf 4
Seleksi

Pasal 2O

seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) sMA
dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal
terdekat ke sekolah dalam wilayah zonast yang ditetapkan.

Jika jarak tempat tinggal peserta didik dengan sekolah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka seleksi
untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir
menggunakan usia peserta didik yang lebih tua
berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran.

Pasal 21

Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK
tidak menggunakan jalur pendaftaran PPDB sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8.

Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK
d.engan mempertimbangkan nilai rata-rata raport 5

semester dan 6 semester.

Selain mempertimbangkan nilai rata-rata raport 5 semester
dan 6 semester, proses seleksi dilakukan dengan
memperimbangkan:

a. hasil tes bakat dan minat sesuai dengan bidang keahlian
yang dipilihnya dengan menggunakan kriteria yang
ditetapkan sekolah, dan institusi pasangan atau asosiasi
profesi; dan/atau

b. hasil perlombaan danf atau penghargaan di bidang

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)



(1)

(2)

-t2-

akademik sesuai dengan bakat minat pada tingkat

internasional, tingkai nasional, tingkat provinsi'

dan/ atau tingkat kabupaten/ kota'

(4) Dalam hal hasil nilai rata-tata raport 5 semester dan 6
semester dan hasil seleks sebagaimana dimaksud pada

ayat(3)Sama,sekolahmemperioritaskancalonpeserta
aiait yang berdomisili pada wilayah Provinsi atau

Kabupaten/ Kota yang sama dengan SMK yang

bersangkutan.

Pasal22

Apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, sekolah memiliki
jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung,

maka sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta

didik tersebut kepada Dinas Pendidikan'

Dinas Pendidikan wajib menyalurkan kelebihan calon

peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada

sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama'

Dalam hal daya tampung sekolah lain pada wilayah zonasi

yang sama sebagaimana dimaksucl pada ayat (2) tidak
i.r..di., peserta aiait disalurkan ke Sekolah iain dalarn

wilayah zc,nasi terdekat.
penyaluran peserta didik ke sekolah lain sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan satuan
pendidik.. yu..rg diselenggarakan oleh Masyarakat sesuai

kriteria yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah'

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat l2),
dan ayat (3) dilakukan sebelum pengumuman penetapan

hasil proses seleksi PPDB'

Dalam pelaksanaan PPDB, sekolah yang diselenggarakan
oleh Pemerintah Daerah tidak boleh :

a. menambah jumlah Rombongan Eelajar, jika Rombongan
Belajar yang ada telah mernenuhi atau melebihi
ketentuan Rombongan Belajar dalam standar Nasional
Pendidikan dan Sekolah tidak memiliki lahan; dan/atan

b. menambah ruang kelas baru.

Pasal 23

Dalam hal daya tamPung
perpindahan tugas orang
seleksi d,ilakukan dengarr
terdekat ke Sekolah.

untuk jalurr afirmasi ata,u jarlur

tua/wali tidak mencukuPi, maka
berdasarkan jarak ternpat tinggal

Paragraf 5
Pengumurnan PenetaPan

Pasal24

(1) Pengumuman penetapan peserta didik baru dilakukan
sesuai dengan jalur pendafiaran dalam PPDB'

(2) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasii

(3)

(4)

(s)

(6)
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rapatdewanguruyangdipimpinolehkepalasekolahdan
diietapkatt -"lalui keputusan kepala sekolah'

Daiam hal kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) belum definitif, maka penetapan peserta didik baru
dilakukan oleh pejabat yang berwenang'

Khusus untuk sMK, dalam tahap pelaksanaan PPDB

sebagaimana dimaksud d.alam Pasal 17 dapat melakukan

pro"J" seleksi khusus yang dilakukan sebelum tahap

pengumuman penetapan peserta didik baru'

Paragraf 6
Daftar Ulang

Pasal 25

Daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1)

huruf e dilakukan oleh calon Peserta didik baru yang telah

diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik
pada sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan
dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

BAB III
PENDATAAN ITTANG

(3)

(4)

(1)

(2)

(1)

{2)

(3)

Pendataan ulang
memastikan status
bersangkutan.

Pendataan ulang tidak

Pasal 25

dilakukan qleh sekolah untuk
peserta didik Pada sekolah Yang

boleh rilemungut biaYa.

BAB IV
PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasa! 27

perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu daerah

KabupatenfKota, antar Kabu,oatenlKota dalam satu daerah
provinsi, atau antar Provirisi dilaksanakan atas dasar
persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang
dituju.
Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), rnaka sekolah yang bersangkutan
wajib memperbaharrri DaPodrk.

Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan
PPDB dan/atau sistem zonasi yang ciatur dalarn Peraturar:
Gubernur ini.

Pasal 28

Peserta didik setara SMA atau SMK di Negara lain dapat diterima
di SMA atau SIVIK seteiah:

a. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang
membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah
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menyele saikan pendidikan j enj an g sebelumnya ;

b. surat pernyataan dari kepala Sekolah asal;

c. surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani

bidang pendidikan dasar dan menengah; dan

d. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan

sekolah Yang dituju.

Pasal 29

(1) Peserta didik jalur pendidikan nonformal atau informal
) dapat diterima di SMA atau SMK tidak pada awal kelas 10

(sepuluh) setelah:

a. memiliki ijazal:r kesetaraan program paket B; dan

b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang

diselengg arakan oleh SMA atau SMK yang

bersangkutan.

(2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari jalur
pendidikan nonformal/informal ke sekolah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), maka sekolah yang bersangkutan
wajib memPerbaharui DaPodik.

BAB V
PELAPORAN D^A,Ti[ PENGAWASAN

Pasal 30

(1) Sekolah wajib melakukan pengisian, pengiriman,
pemuktakhiran data peserta didik dan rombongan Belajar
dalam Dapodik secara berkara paling sedikit 1 (satu) kali
dalam 1 (satu) semester.

(2) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDts dan
perpindahan peserta didik antar sekolah setiap tahun
pelajaran kepada Dinas Pendidikan.

(3) Dinas Pendidikan wajib memiliki posko pengaduan untuk
menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.

(41 Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanEsaran
dalam pelaksanaan PPDB melalui laman
http: / / www.disdikriau' go. id

Fasal 31

(1) Dinas Pendidikan melakukan koordinasi, pemantauan, dan
evaluasi pelaksanaan PPDB.

(2) Dinas Pendidikan melaporkan pelaksanaan PPDB kepada
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan rnelalui lembaga
penjaminan mutu pendidikan paling lambat 3 (tiga) btilan
setelah pelaksarraan PPDB.

(3) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan
perpindahan peserta didik antar sekolah setiap tahun
pelajaran kepada Dinas Penclidikan'
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BAB VI
SANKSI

Pasal 32

(1) Pelanggaran terhadap Peraturan Gubernur ini diberikan
sanksi kepada pejabat Dinas Pendidikan berupa:

a. teguran tertulis;
b. penundaan atau Pengurangan hak;

c. pembebasan tugas; dan/atau
d. pemberhentian sementaral tetap dari jabatan'

(2) Sekolah tidak dapat menetapkan persyaratan PPDB yang
bertentangan dengan ketentuan PPDB dalam Peraturan
Gubernur ini.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Khusus untuk pendaftaran PPDB tahun ajaran 2o2o-2o2|,
ketentuan mengenai domisili calon peserta didik berdasarkan
alamat pada Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Domisili
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4)

dapat diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum
pendaftaran PPDB.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan
Gubernur Riau Nomor 25 Tahun 2OI9 tentang Penerimaan
Peserta Didik Baru Pada Jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri,
Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa Negeri di
Provinsi Riau (Berita Daerah Pro";insi Riau Nomor 25 Tahun
2ol9l, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinYa,
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

pada tanggal

rrremenintahkan
penempatannya

Ditetapkan di Pekairbaru
pada tanggal 

Diundangkan baru
pada tanggal 
SEKRETARIS PR.OVINSI RrAU,

JA,YAYAN
BERITA DAE INSI RIAU NOMOR TAHUN
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